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PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 10 TAHUN 2011

TENTANG

PROSEDUR PEMBAYARAN LJTANG DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSLJS IBUKOTA JAKAATA.,

Menimbang

MeWlingat

a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan
daerah khususnya dalam pembayaran utang Pemerintah Daerah,
perlu disusun suatu prosedur pembayaran utang pihak ketiga
dan/atau utang tunjangan;

b. bahwa berdasark;::m pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tent:mg
Prosedur Pembayaran Utanq Oaerr3h;

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentan~ Keuangnn
Negnra;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;

3. Undang-Undan9 Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undan9an;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
PenrJelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undcmg Nomor 12 Tahun 2008;

6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
Provinsi Oaerah Khusus Ibukota Jr3karta sebaaai Ibukota
Negara Kesatuan Republik Indonesia; ~

7. Peraturan P8m(~rintail N(\mOi 2£1 'Jhurl 200~ tmtemg StandJr
Ak~Jnlan'.i P~m8rl;-i~()h;:;r,;

8. Per<'lturan Ppnlerintah NOfllnr 5f) Tahun 2005 tellt:ng Si51.e:11

InforMnS! KeuC'lnJnll Oaei~h:



Menetapkan

9. Peraturan Pemerintrlh Nomor 5R Trlhun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Drlerrlh;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan KinerjCl Instansi Pemerintah;

11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintrlh;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59
Tahun 2007;

13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan DaerClh;

14. Peraturan Daerah Nomor 10 TClhun 2008 tentang Organisasi
Perangkat Daerah;

15. Peraturan Gubernur Nomor 133 Tahun 2007 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta;

16. Peraturan Gubernur Nomor 129 Tahun 2008 tentang
PenatausahaCln Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Daemh Khusus Ibukota Jakarta;

17. Peraturan Gubernur Nomor 130 Tahun 2008 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 174 Tahun 2009;

18. Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2009 tentang Sistem dan
Prosedur Akuntansi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

19. Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2009 tentang Organisasi
dem Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PROSEDUR PEMBAYARAN
UTANG DAERAH.

BAB I

KETENTLJAN UMUM

Pasal 1

Dalam PeraturCln Guhernur ini yClng dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Drlerah Khusus Ibukota Jakarta.

2. Pemeri,..,tClh Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah
Seb:1g8i unSLJr penyelellggrlrCl pemerintahan daerah.

3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota .JClk8rt8.

4. Sekretaris Daemh adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.



5. Badc3n Pengelola Keuan~:18n DcH~rah yang selanjutnya disebut
BPKD adalah Bad8n Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah
Khusus IbukotA ,J8kArtf'1.

6. Satuan Kerja Perangkat D8erah yang selanjutnya disebut SKPD
adalah Satuan Kerja PerAngkat Daerah pada Pemerintah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

7. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut UKPD
adalah Bagian atau subordinat SKPD.

8. Surat Penyediaan Dana Utang yang selanjutnya disebut SPD
Utang adalah Dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk
melaksanakan kegiatan pembayaran utang sebagai dasar penerbitan
SPP.

9. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran-PPKD yang selanjutnya
disebut DPPA-PPKD adalah Dokumen Pelaksanaan Perubahan
Anggaran PPKD yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan
pembiayaan yang digunakan sebagai d8sar pelaksanaan perubahan
anggaran oleh Pengguna Anggaran.

10. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disebut SPP
adalah Dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung
jawab atas pelaksan8an kegiat8n/bendahara pengeluaran untuk
mengajukan permintaan pembayaran.

11. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM
adalah Dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Kepala BPKD
untuk penerbitc':!n SP2D 8tas beban pp.ngeluaran DPA-BPKD.

12. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D
adalah Dokumen yang dipergunakan sebagai dasar pencairan dana
utang yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan
SPM.

13. Utang Daer8h ad81ah Jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah
Daerah dan/atau kewajibi'ln Pemerintah Daerah yang dapat dinilai
dengan uang berdasarkan peratumn perundang-undangan, perjanjian
atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.

14. Utang Pihak Ketiga adalah Utang yang berasal dari kegiatan
pengadaan barang/jasa SKPD/UKPD yang secara fisik telah selesai
dilaksanakan pekerjaannya oleh Pih8k Ketiga/rekanan tetapi sampai
dengan tanggi'll pelaporan keuanqan belum dibayar.

15. Utang Tunjangan ;]dalah Utang yang merupakan hak Pegawai
Negeri Sipil D8erah yang menduduki jabatan struktural/jabatan
fungsional dalClm bentuk tunjangan struktural/tunjangan fungsional
dan tunjangan kinerja rlaerah bagi pegawai yang telah melaksanakan
kewajiban yang tidak terbayarkan dal8m Tahun Anggaran berjalan.

16. Neraca PPKD adalah Posisi keuangan PPKD mengenai aset.
kewajlban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.



Maksud disusunnya Per8tumn Guhernur ini adalah Untuk memberikan
acuan ba~i SKPD/UKPD dalam menyelesaikan Utang Daerah berupa
Utang Pihak Ketiga dan/atau Utanq Tunjangan yang berada pada
SKPO/UKPO, dengan tujW:ln :

a. Utang Pihak Keti~a dan/atau Utang Tunjangan dapat diselesaikan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. hak Pihak Keti~a selaku pemilik piutang dapat dipenuhi;

c. hasil putusan pengadilan terhadap tuntutan Utang Pihak Ketiga
dapat diselesaikCln; dan

d. tertib administrClsi pengelolaCln keuanqan daerah.

BAB II

KRITERIA UTANG PIHAK KETIGA DAN/ATAU UTANG
TUNJANGAN YANG DIBAYAR

Pasal 3

Kriteria Utang Pihak Ketiqa yang dapat dibayar adalah sebagai berikut :

a. kegiatan pengadaan barang/jasa SKPO/UKPO yang telah dilaksanakan
oleh pihak ketiga/rekc:man secara fisik telah selesai dilaksanakan
tet8pi sampai deng;:m tanggal pelaporan keuangan belum
dibayar; atau

b. kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pihak ketiga/rekanan
secara baik dengan dilengkapi dokllmen ;:mtara lain:

1. Dokumen PelaksClna Anqgaran SKPD/UKPD;
2. Dokumen kontrClk/surat perintClh kerja;
3. Berita Acara Kemajuan proyek; dCln
4. Spesifikasi barClng jasa telah sesuai dengan kontrak dan sudah

diperiksa oleh Panitia/Pejabat penerima hasil pekerjaan SKPO/UKPO
yang dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang dan
Ser8h Terirna BClrang, serta belum diinput dalam Sistem Informasi
Pengelolaan KetJangan Oaerah (SIPKO) oleh SKPO/UKPO untuk
proses pemhayaran.

c. perubahan kontrak yang menyebabkan penambahan biaya karena
terjadi eskalasi.

(1) Kriteria Utanq Tunj<:mgan yang dClpat dibayar adalah sebagai
beriku~ :

a. terjadi kesalahan sistem pada SIMPEG dan/atau keterlambatan
input jabatan; atau



b. teriadi kesalah;:ln 0808 sistAm A-TKD yang mengakibatkan
data absensi d;:m/atClu nil8i kinerja pegawai tidak dapat diinput
atau tidak masuk kA dalam sistr.m.

(2) Yang dimaksuri dengan kesalahan sistem sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan 8yat (2) ad81C1h :

a. jaringan internet server SIMPEG dan e-TKD mati; atau
b. server SIMPEG dan e-TKD dalam perbaikan; atau
c. data peg8wai dalam SIMPEG dan e-TKD salah sehingga operator

SKPD/UKPD tidak dapat menginput; atau
d. listrik padam; atau
e. mesin absensi elektronik yang berada pada SKPD/UKPD rusak.

BAB III

ALOKASI PENGANGGARAN PEMBAYARAN UTANG
PIHAK KETIGA DAN UTANG TUNJANGAN

Pasal 5

(1) Anggaran dal8m APBD atalJ APBD-P yang diperuntukkan bagi
pembaY8ran Ut;:mg D8erah berupa Utang Pihak Ketiga dan/atau
Utang Tunjang<1n, dialokasikan pClda DPA-PPKD atau DPPA-PPKD.

(2) Pembayaran utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1). dapat
dilakukan setelah terlebih dClhulu utang yang berada pada
SKPD/UKPD tercatat pada Ner8ca SKPD/UKPD. telah diakui
sebagai Utang D::lerah.

(3) Utang Pihak Ketiga atau Utang Tunjangan dapat diakui sebagai
Utang Daerah, setelah terlebih dahulu dicatat dalam Neraca
Pemerintah Daerah yang tel8h diaudit.

RAB IV

PENCAIRAN PEMBAYARAN UTANG PIHAK KETIGA ATAU
UTA~~G Tl IN,IANGAN

(1) Utang Pihak Ketiga Clti'lU UtClnq Tunjangan yang berada pada
SKPD/UKPO setelClh menj8di Utang Oaerah, maka selanjutnya
BPKD seli3klJ Pengqunn Anggari3n mengalokasikan sumber
r;8lllb8yar8n Ut;:Jn9 D8p.rah pCld8 OPA-PPKO atau DPPA-PPKO.

(2) Berdasarkan DPA-PPI-<O at;:lIl OPPA-PPKD yang ada, BPKD
mcrnproscs p~nc:;)ir;)n pcrnb<1yClmn lltClng Oaemh tersebut, dengan
ta 11C1fJ;~ n :

a. Sf<PO/UKPO pemohon terlebih dahulu mengajukan kelengkapan
dokumen yang dibutuhkan untuk proses pembayaran kepada
BPKD melalui Bidnng PembinClan sebagai dasar pengajuan

SPP:



b. apAbiia penqaiuan SPP rlinYAtAkan lengkap dan sah, Kepala

PPKD selaku P8nqquna Anqqaran menerbitkan SPM; dan

c. dalam hal dokumpn SPM dinyatakan lengkap tennasuk kebenaran

perhitunqan tAqihan dAn adanya ketersediaan dana, maka

Bidang PerbenrlaharCl;:m dan Kas Daerah selaku Kuasa BUD
menerbitkan SP2D sebagai dasar pembayaran utang.

(3) Terharlap uanq y,:mg tel8h dicairkan, selanjutnya oleh BPKD
dibayarkan keparlA pihak keti(:Ja selaku pemilik piutang pekerjaan

atau pegawai yan(:J bersangkutan bClgi Utang Tunjangan dengan

cara trClnsfer melalui bank yang bersangkutan.

BAF3 V

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

(1) Kepala BPKD melakukan penqawasan dan pengendalian terhadap

pelaksanaCln Per8turAn GubernlJr ini.

(2) Dalam melaksanakan pengendali8n dan pengawaSc:3n sebagaimana

dimaksud p8da Ayat (1), BPKD dApat berkoordinasi dengan instansi

terkait.

(3) Untuk efektifnyA pelaksAnClan pengawasan dan pengendalian

terhadClp Peraturan Gubernur ini, BPKD melakukan sosialisasi

Perc:lturan Gubernur ini.

BAR VI

KETENTlJAN PERALIHAN

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka :

a. terhadap pemb,Wcmm Utc:mq PihAk Ketiga atau Utang Tunjangan

yang tel8h dilaksAnakan sebelum diherlakukannya Peraturan Gubemur
ini rlinyCltak;:m m;lsih tetnp hprl;lku: O;:ln

b. terhadap pemhc:lYClr8n Utang Pih::lk Ketiga atau Utang Tunjangan
yang sedang dalam proses atrlU bAru akan mengajukan

permohonan h;:lrUS mengacu pada Peraturan Gubernur ini.
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Rl\R \/11

KETENTl JAN PENUTUP

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan
berlaku surut terhitunq sej3k tan~mal 1 Januari 2011.

Agar setiap oranq menqeti1huinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Pro'linsi Daerah Khusus Ihukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pao3 t3nqqal 7 Januari 2011

Diundangkan di Jakarta
padatanggal 23 ~1aret 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

FADJAR PANJAITAN
NIP 195508261 Q76011 001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSLJS IBLJKOTA JAKARTA
TAHUN 2011 NOMOR 39
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